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  Sebelum perubahan terhadap undang-undang tentang merek dilakukan, 
maka prinsipnya pemegang merek dianggap sebagai pemilik merek, sehingga 
penggunaan merek milik orang lainpun dianggap sebagai pemilik merek. Artinya 
penegasan terhadap pemilik merek tersebut belum ditegaskan dalam undang-
undang. Oleh karena itu dengan adanya perubahan terhadap undang-undang 
merek, maka sistemnya sudah mengalami perubahan dari sistem deklaratif, 
artinya sistem pendaftaran merek yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak 
sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sedangkan setelah dilakukan 
perubahan terhadap undang-undang merek tersebut, maka sistemnya menjadi 
konstitutif, artinya merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai 
yang pertama bukan dugaan, dalam hal ini tidak semua merek dapat didaftarkan. 
Dari permasalahan tersebut penulis tertarik mengkaji masalah ini dengan 
mengambil judul:  “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR DARI SISTEM DEKLARATIF 
MENJADI SISTEM KONSTITUTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI 
GEOGRAFIS”. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diteliti, 
adalah bagaimana tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek 
terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta apa 
faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan merek milik orang lain yang 
sudah terdaftar. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada 
penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan 
dengan tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hal ini dilakukan melalui 
pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode 
deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret 
mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan 
suatu permasalahan tertentu. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini 
bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang 
tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem 
deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016, serta faktor penyebab terjadinya penggunaan merek milik orang lain 
yang sudah terdaftar. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tinjauan yuridis 




menjadi sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, 
yakni perlindungan hukum terhadap merek terdaftar tidak bisa berdasarkan 
dugaan, tetapi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, 
dengan pengertian bahwa tidak semua pengguna merek tertentu dialah yang 
memiliki merek tersebut, tetapi yang dilindungi oleh hukum adalah merek yang 
terdaftar sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. 
Faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan merek milik orang lain yang 
sudah terdaftar, antata lain adalah masih lemahnya pengawasan terhadap 
penggunaan merek, hal ini terlihat masih beredarnya merek-merek yang tidak 
jelas dipasaran, dan masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi 
terkait dan pemerintah daerah setempat. Kemudian masih sulitnya untuk 
mengetahui penggunaan merek terdaftar oleh orang lain, karena merek yang 
berdar tersebut menggunakan merek-merek yang sudah terkenal. Serta penerapan 
sanksi yang belum tegas, dari pihak yang berwenang sebagaimana yang tercantum 
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A. Latar Belakang Masalah 
Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para pelakunya, 
yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro. Karakteristik 
bisnis terutama terletak pada tujuan pencapaian keuntungan (laba). Kegiatan 
bisnis meliputi produksi, distribusi, dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa 
untuk memperoleh laba.
1
 Dalam menjalankan roda bisnis tersebut pelaku usaha 
melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan usahanya, di antaranya 
dengan menggunakan merek yang mudah dikenal oleh konsumen atau 
masyarakat. 
Dunia bisnis dapat memberikan kemudahan kepada konsumen untuk 
mendapat sesuatu yang diinginkan, baik dari segi sandang, pangan maupun 
papan (perumahan). Untuk tujuan tersebut maka pelaku usaha menggunakan 
merek yang terdaftar yang tidak boleh digunakan oleh pelaku usaha yang lain 
tanpa izin dari pemilik merek tersebut. Merek merupakan ciri dari bidang usaha 
yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang mempunyai ciri khas tersendiri agar 
konsumen atau masyarakat mudah mengetahui dan mendapatkannya. 
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa, “Merek adalah tanda 
yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, 
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angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 
dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut 
untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau 
badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. 
Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa, merek adalah tanda atau 
gambar, huruf, angka dan sebagainya yang dimiliki oleh seseorang dan 
dipergunakan untuk kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek tersebut 
apabila sudah terdaftar, maka orang lain dapat menggunakan merek tersebut 
atas izin dari yang memiliki merek tersebut. 
Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
disebutkan bahwa, “Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh 
negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu 
dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada  
pihak lain untuk menggunakannya”. Merek terdaftar mendapat perlindungan 
hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun  sejak tanggal  penerimaan. Dan 




Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, bagi seseorang 
yang ingin memakai merek suatu produk, maka yang bersangkutan harus 
mendapat izin terlebih dahulu kepada pemilik merek yang bersangkutan, 
karena merek yang sudah terdaftar tersebut mendapat perlindungan hukum 
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selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama jangka waktu yang 
sama. 
Pihak yang secara tanpa hak mengunakan merek yang mempunyai 
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa 
yang sejenis.
3
 Dari pernyataan tersebut jelas bahwa bagi pihak yang secara 
tanpa hak menggunakan merek yang sudah terkenal, bagi yang ingin 
menggunakannya maka harus melalui prosedur yang ditentukan dalam undang-
undang. 
Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi 
internasional yang telah diratifikasi Indonesia,  peranan merek menjadi sangat 
penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.
4
 Oleh karena 
itu hak merek perlu mendapat perlindungan hukum, agar pemilik merek 
tersebut tidak dirugikan oleh pihak-pihak lain yang meniru merek yang sama. 
Dalam masyarakat banyak beredar merek-merek produk atau barang 
milik orang lain yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 
jawab. Oleh karena itu pemilik merek secara tidak langsung sudah dirugikan 
oleh perbuatan tersebut, yang hanya mencari keuntungan atau laba dari 
perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Tentunya pemilik mereka terdaftar 
harus mendapatkan perlindungan secara hukum, karena apabila penggunaan 
merek milik orang lain tersebut tidak hanya merugikan pemilik merek tetapi 
juga merugikan konsumen atau masyarakat. 
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Sebelum perubahan terhadap undang-undang tentang merek dilakukan, 
maka prinsipnya pemegang merek dianggap sebagai pemilik merek, sehingga 
penggunaan merek milik orang lainpun dianggap sebagai pemilik merek. 
Artinya penegasan terhadap pemilik merek tersebut belum ditegaskan dalam 
undang-undang, sehingga pihak lain bisa saja menggunakan merek milik orang 
lain, tanpa adanya perlindungan yang tegas terhadap pemilik merek yang 
sebenarnya. 
Oleh karena itu dengan adanya perubahan terhadap undang-undang 
merek, maka sistemnya sudah mengalami perubahan dari sistem deklaratif, 
artinya sistem pendaftaran merek yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak 
sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sedangkan setelah 
dilakukan perubahan terhadap undang-undang merek tersebut, maka sistemnya 
menjadi konstitutif, artinya merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat 
dan sebagai yang pertama bukan dugaan, dalam hal ini tidak semua merek 
dapat didaftarkan. 
Dari permasalahan tersebut penulis tertarik mengkaji masalah ini 
dengan mengambil judul:  “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN 
HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR DARI SISTEM 
DEKLARATIF MENJADI SISTEM KONSTITUTIF BERDASRKAN 







B. Batasan Masalah 
Untuk memberikan kejelasan terhadap pembahasan dalam penelitian 
ini, maka penulis membatasi pembahasannya dalam hal yang berhubungan 
dengan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang terdaftar, ketentuan 
yang diatur dalam undang-undang merek, serta hal-hal yang menyebabkan 
adanya pihak lain yang menggunakan merek yang sudah terdaftar. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan yang 
diteliti, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagaimana tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik merek 
terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi 
Geografis?  
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan merek milik orang 
lain yang sudah terdaftar? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik 
merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif berdasarkan 





2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan merek 
milik orang lain yang sudah terdaftar. 
Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, 
terutama menyangkut masalah perlindungan hukum terhadap merek 
terdaftar. 
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian 
mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang terdaftar 
pada masa yang akan datang. 
3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah perpustakaan, dan sebagai 
sumbangsih penulis kepada almamater, yakni Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
 
E. Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini digolongkan kepada 
penelitian hukum normatif,
5
 yaitu usaha untuk mengolah data yang 
berhubungan dengan tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik 
merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini dilakukan melalui 
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pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. 
Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan 
konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam 
menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.
6
 
Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu 
menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang tinjauan yuridis 
perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari sistem deklaratif 
menjadi sistem konstitutif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta faktor penyebab 
terjadinya penggunaan merek milik orang lain yang sudah terdaftar. 
2. Data dan Sumber Data  
Data adalah semua bahan yang dikumpulkan dalam suatu penelitian 
dan diuji kebenarannya.
7
 Data dapat dibedakan antara data yang diperoleh 
langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (sekunder).
8
 
Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka bidang hukum dibedakan 
menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
9
 
Sehubungan dengan penelitian ini maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Bahan hukum primer,10 yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan peraturan 




Gorys Keraf, Komposisi, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), h.160  
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perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti. 
b. Bahan hukum sekunder,11 yaitu berupa berbagai pendapat ahli yang 
dikutip dari berbagai literatur dan jurnal yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. 
c. Bahan hukum tersier,12 yaitu bahwa yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti 
kamus hukum, ensiklopedia dan yang lainnya yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, penulis 
memperoleh data dengan cara mengumpulkan data berdasarkan studi 
terhadap perundang-undangan, pendapat ahli yang berupa buku-buku dan 
literatur lainnya. 
4. Analisis Data 
Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan 
perundang-undangan lainnya. selanjutnya penulis mempelajari secara 
terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian 
kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya 
dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli. 








Sedangkan cara penulis dalam mengambil kesimpulan dalam kajian 
ini adalah berpedoman kepada cara deduktif,
13
 yaitu menyimpulkan dari 
hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus. 
 
F.  Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN yang berisikan latar belakang masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN UMUM, yang berisi perlindungan hukum, dan kepastian 
hukum. 
BAB III TINJAUAN TEORITIS, yang berisi pengertian merek, macam-
macam merek, dan hak kekayaan intelektual. 
BAB IV BERISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yakni   
mengenai tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap pemilik 
merek terdaftar dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif, serta 
faktor yang menyebabkan penggunaan merek milik orang lain yang 
sudah terdaftar. 
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A. Perlindungan Hukum 
Perlindungan hukum merupakan14 segala upaya atau usaha untuk 
mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui 
peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada 
setiap orang atau kepada setiap warga negara.Dalam menjalankan dan 
memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah 
dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. 
Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, 
sebagai berikut: 
1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 
Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftarkan di Dirjen HAKI. Oleh 
karena itu merek yang telah didaftarkan akan memperoleh nomor register. 
Dengan Nomor register tersebut terdaftar di Dirjen HAKI maka merek 
tersebut adalah merek yang sah. Pemilik merek tersebut memperoleh 
perlindungan hukum secara preventif dari Negara melalui undang-undang 
yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan hukum 
terhadap merek terdaftar secara preventif diatur dalam Pasal 4, 5, 6 ayat 
(1,3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sesuai dengan pasal 4 UU 
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No.15 tahun 2001 adalah Merek tidak dapat didaftar atas dasar 
Permohonan yang diajukan pemohon yang beretikad tidak baik.
15
 
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu 
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah 
mencegah terjadinya sengketa.Perlindungan hukum preventif sangat besar 
artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan 
bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif 
pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan 
yang didasarkan pada diskresi.Di Indonesia belum ada pengaturan khusus 
mengenai perlindungan hukum preventif. 
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif 
Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi 
pelanggaran hak 
atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa 
pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran 
hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian 
semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut 
maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak 
hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan 
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permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki 
yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.
16
 
 Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan 
sengketa.Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan 
Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan 
hukum ini.Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah 
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, 
lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 
hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan 
peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.Prinsip kedua yang 
mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah 
prinsip negara hukum.Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap 
hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan 
tujuan dari negara hukum. 
Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum 
alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles 
(murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam 
menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal 
dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut 
aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan 
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secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui 
hukum dan moral. 
Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa 
hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 
kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, 
perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara 
membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah 
mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 
tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan 
dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan 
hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang 
diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan 
masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota 
masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap 
mewakili kepentingan masyarakat. 
Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna 
untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan 
yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa 
mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat 
ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa 
Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi 
dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, 




masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan 
atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.
17
 
Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang 
dinyatakan oleh O. Notohamidjojo, hukum ialah keseluruhan peraturan yang 
tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan 
manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada 




Menurut Mahadi,  pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur 
laku manusia dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo 
bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti 
penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, 
hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam 
arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin 
hukum. 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata 
lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan 
membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, 
penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi 
sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan 
maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna 
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pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. 
Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlidungan oleh 
hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. 
Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari 
fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, 
ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang 
dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut: 
a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya 
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 
Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 
rangka kepentingannya tersebut; 
b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 
ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 
menikmat martabatnya sebagai manusia; 
c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk 
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau 
kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam 
menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama 
manusia; 
d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada 




dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi 
rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). 
Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan 
perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) 




Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum 
pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila 
haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya 
karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan 
perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu 
dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi 
semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. 
B. Kepastian Hukum 
Hukum bertugas menjamin kepastian hukum (rechts zekerheid) dalam 
pergaulan manusia demikian E. Utrecht, dalam bukunya Pengantar Dalam 
Hukum Indonesia, mengatakan (menurut kita perkataan “bertugas” sebaiknya 
diganti dengan perkataan “bertujuan”, sebab tugas hukum ialah mengatur / 
memberi tata). Selanjutnya dikatakan bagi kami hukum menjamin kepastian 
pada pihak yang satu tentang pihak yang lain. 
Sebuah contoh tentang kepastian hukum yang diadakan oleh hukum 
ialah lembaga hukum, mengenai lewat waktu (verjaring). Dengan lewat waktu 
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dapat orang memperoleh sesuatu atau melepaskannya dari sesuatu perundangan 
(verbintennis) sehabis masa yang tertentu dan apabila syarat-syarat yang tidak 
ditentukan dalam undang-undang dipenuhi. Demikian padal 1946 KUH 
Perdata : Daluwarsa (verjaring) adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu 
atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu 
tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. 
Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 
kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada 
kepastianhukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan 
hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summon ius, summa injuria, 
summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, 
kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun 
keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan 
hukum yang substantif adalah keadilan.
20
 
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 
pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 
perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 
keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 
adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 
boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian 
hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran 
pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai 
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sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan 
hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat 
umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum 




Menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: 
kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada 
kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi 
dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara 
proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum 
orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. 
Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati 
peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. 
Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan 
terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang 
terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak 
hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu 
kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian 
hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui 
perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. 
Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas 
dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. 
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Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu 
ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. 
Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi 
peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, 
sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini 
runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian 
hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan 
sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh 
sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 
Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan 
adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas 
menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. 
Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian 
hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. 
Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada 
fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya 
keterangan.Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara 
yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping 
mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.
22
 
C. Teori Hukum Yang Merekayasa Masyarakat (Social Engineering) 
Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus 
memperhatikan dan melaksanakan (menaati) peraturan hukum, agar tercipta 
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kehidupan yang tertib dan tentram. Kalau terjadi pelanggaran hukum terhadap 
peraturan hukum yang berlaku maka peraturan yang dilanggar harus 
ditegakkan,
23
 penyelenggaraan rule of law (penegakan hukum) dalam suatu 
negara sangat sulit memisahkannya dengan segi politik negara. Keadaan politik 
itulah yang memberikan corak dan bentuk pelaksanaan penegakan hukum.
24
 
Hukum sebagai alat politik sangat sulit dipisahkan, meski ada juga 
pendapat yang menyatakannya tidaklah mesti demikian. Menurut Ahmad Ali, 
hukum dan politik tidak dapat dipisahkan, terutama hukum yang tertulis. 
Bahkan, ia membantah pandangan kaum dogmatik yang menyebut hukum 
sebagai alat politik bukanlah universal, melainkan hanya milik negara-negara 
tertentu.
25
 Hukum, khususnya yang tertulis merupakan alat politik yang bersifat 
universal. Hal ini lebih diperkuat lagi bila hukum dipandang sebagai alat 
rekayasa sosial. 
Pemerintah bertugas menentukan bentuk dan corak hukum yang dipakai 
didalam mempertahankan cita-cita negara. Suatu kaedah mempunyai sifat 
hukum karena kaedah tadi ditetapkan dan dipertahankan oleh negara yang 
dalam hal ini olehpara pejabat. Hukum merupakan salah satu alat bagi negara 
dalam mempertahankan cita-cita nasionalnya. Karena negara pada hakikatnya 
merupakan tatanan politik suatu masyarakat, maka cita-cita hukum suatu 
negara secara ideal merupakan akibat lanjut cita-cita politiknya. Karena itu, 
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hukum yang berlaku sudah barang tentu mengandung cita-cita politik pada 
orang-orang atau golongan yang berkuasa di negara yang bersangkutan. 
Namun patut dicatat bahwa penguasa dalam hal ini pemerintah tidaklah 
sewenang-wenang dalam memberi kekuatan mengikat hukum. Kekuatan 
mengikat hukum sangat bergantung pada kesadaran rakyat. Undang-undang 
berlaku berdasarkan nilai batinnya. Hukum sebagai alat politik tidak mengikat 
karena kehendak penguasa, melainkan pemerintah hanya mendapatkan 
kekuasaan darihukum. Dalam Negara Republik Indonesia, cita-cita politik 
negara dapat dilihat dalam dasar dan konstitusi negara (Pancasila dan UUD 
1945). Cita-cita nasional ini harus diwujud nyatakan dalam tatanan politik, 
kehidupan dan perjalanan bangsa. Semua lembaga yang dimiliki oleh negara, 
khususnya penguasa dan pembuat undang-undang sedapat mungkin 
merencanakan dan melaksanakan hukum yang dapat merealisasikan cita-cita 
tersebut. 
Bahkan secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum merupakan alat 
dominan dalam mewujudkan cita-cita politik nasional negara dan bangsa 
Indonesia. Rasa aman, rasa tertib, rasa adil, rasa merdeka bersuara yang 
merupakan tuntutan politik warga yang harus dijalankan oleh penguasa politik, 
dapat tergambar dalam hukum nasional yang sekaligus merupakan alat politik. 
Dengan demikian, hukum mengalami perubahan sesuai kondisi waktu 
dan tempat. Ilmu sejarah sosial hukum islam, sebagai alat politik, dalam arti 
alat untuk mewujudkan cita-cita politik negara. Meski harus diingat bahwa 




memerintah. Namun mereka menyusun hukum itu tidak lepas dari dasar dan 
konstitusi negara yang memuat cita-cita nasional. 
Roscoupound menyatakan bahwa rekayasa sosial diperlukan untuk 
menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku 
antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, 
sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan 
bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan 
teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, 
Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan 
dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah 
sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori 
hukum kodrat dan positivistik.
26
 
Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam 
melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan 
fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai 
ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan 
peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau 
sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek 
eksternal atau lingkungan fisikal.
27
 
Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan 
peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang 
bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai 
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mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja 
melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur 
oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound 
menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari 
institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran 




Pound mengatakan bahwa hukum kodrati dari setiap masa pada 
dasarnya berupa sebuah hukum kodrati yang “positif”, versi ideal darihukum 
positif pada masa dan tempat tertentu, “naturalisasi” untuk kepentingan kontrol 
sosial manakala kekuatan yang ditetapkan oleh masyarakat yang terorganisasi 
tidak lagi dianggap sebagai alat pembenar yang memadai. Ia mengakui 
kekaburan dari ketiga pengertian dari istilah hukum: hukum sebagai kaidah 
sosial, badan hukum sebagai badan yang otoritatif, serta hukum sebagai proses 
peradilan. Sehubungan dengan itu, Pound berusaha menyatukan ketiga 
pengertian tadi ke dalam sebuah definisi. Ia mendefinisikan hukum dengan 
fungsi utama dalam melakukan kontrol sosial: Hukum adalah suatu bentuk 
khusus dari kontrol sosial, dilaksanakan melalui badan khusus berdasarkan 
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A. Negara Hukum 
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak 
berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat), pemerintahan berdasarkan atas 
sistem konstitusi (hukum dasar) tidak berdasarkan absolutisme (kekuasaan 
yang tidak terbatas, begitu bunyi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. 
Artinya segala sesuatu yang menyangkut kepada penyelenggaraan negara dan 
pemerintahan harus berpedoman kepada hukum yang telah ditetapkan. 
Negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya terdapat 
alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari 
pemerintah dalam tindakan-tindakannya terhadap para warga negara dan dalam 
hubungannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan 
peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan 
kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
29
 
Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan, bahwa 
mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara 
budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral 
rakyat yang luhur. 
Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa baik pemerintah maupun 
rakyat sama-sama mengharapkan agar roda pemerintahan dijalankan menurut 
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hukum. Tidak saja formil hukum, melainkan juga materiil hukum, karena 
hukum itu pertama-tama adalah mengandung rasa keadilan. Di samping itu 
pernyataan di atas juga dapat dianggap sebagai instruksi dan dasar untuk 
menggugat pertanggungjawaban para aparat negara sebagai abdi rakyat, jika 
suatu saat mereka melakukan tugas tidak selaras dengan budi pekerti 
kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur.
30
 
Adapun ciri-ciri khas dari suatu negara hukum adalah adanya: 
1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 
2. Pemisahan kekuasaan. 
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-
undangan. 
4. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri.31 
Pernyataan di atas merupakan hal-hal yang harus ada dalam negara 
yang berdasarkan kepada hukum, karena penerapan hukum merupakan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Di samping itu juga harus dapat 
menerapkan aturan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur negara 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
B. Merek 
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
Tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa, “Merek adalah tanda 
yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, 
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angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) 
dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut 
untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau 
badan hukum dalam  kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. 
Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada 
pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan 
menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada  pihak lain 
untuk menggunakannya. 
Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 
(sepuluh) tahun  sejak tanggal  penerimaan. Dan jangka waktu perlindungan 
dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Merek tidak dapat didaftar 
jika: 
a. bertentangan dengan idiologi negara, peraturan perundang-undangan, 
moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum 
b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa 
yang dimohonkan pendaftarannya 
c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, 
jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang 
dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang 
dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang  sejenis. 
d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau 
khasiat dari barang dan/atau jasa  yang diproduksi. 




f. Merupakan nama umum dan/atau  lambang milik umum. 
Di samping merek dagang, terdapat juga merek jasa, adalah merek yang 
digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang 
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa 
sejenis lainnya. 
Perundang-undangan tentang merek memperkenalkan adanya hak 
prioritas, adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal 
dari negara yang bergabung dengan organisasi internasional perlindungan 
merek, untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal 
merupakan tanggal prioritas di negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari 
kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun 
waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan internasional. 
Agar pemilik merek memperoleh hak eksklusif atas merek dan 
mendapat perlindungan hukum, maka pemilik merek yang beriktikad baik 
dapat mendaftarkan mereknya kepada pemerintah. Permohonan pendaftara 
merek dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang diajukan oleh  
pemohon atau kuasanya kepada kementerian yang berwenang. Jika pemohon 
adalah pemohon dengan permohonan yang menggunakan hak prioritas 
sebagaimana disebutkan di atas, harus diajukan dalam waktu paling lama 6 








Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 
menjelaskan bahwa: 
(1) Lingkup undang-undang ini meliputi: 
a. Merek, dan 
b. Indikasi Geografis. 
(2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. Merek Dangan, dan 
b. Merek Jasa. 
(3) Merek yang dilindungi terdiri atas  tanda berupa gambar, logo, nama, kata, 
huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 
(tiga) dimensi, suara, hologram,  atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih 
unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi 
oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang 
dan/atau jasa. 
Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa, merek 
merupakan suatu bentuk gambar, logo, suara dan sebagainya. oleh karena itu 
merek merupakan hasil karya atau ciptaan seseorang yang dilindungi oleh 
undang-undang ketika merek tersebut sudah didaftarkan pada Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek 
dijelaskan bahwa: 
(1) Permohonan pendaftaran merek diajukan  oleh pemohon atau kuasanya 
kepada  Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa 
Indonesia. 
(2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mencantumkan: 
a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan; 
b. Nama lengkap kewarganegaraan, dan alamat pemohon; 
c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika permohonan diajukan melalui 
kuasa; 
d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan 
unsur warna. 
e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam 
hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan 
f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau 
jasa. 
(3) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. 
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilampiri dengan label 
merek dan bukti pembayaran biaya. 





(6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  berupa bentuk 3 
(tiga) dimensi, label merek yang  dilampirkan dalam bentuk karakteristik 
dari merek tersebut. 
(7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label 
merek  yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. 
(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan 
surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya. 
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5)  diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Sebagaimana dimaksud dalam aturan tersebut di atas, maka pendaftaran 
merek diatur dalam undang-undang, dan pemilik merek harus mendaftarkan 
mereknya, agar mendapatkan legalitas yang jelas dari intansi yang berwenang, 
sehingga pihak lain tidak bisa menggunakan merek yang terdaftar tersebut 
tanpa izin pemilik merek yang bersangkutan. 
Sedangkan Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan 
daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan 
geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua 
faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas,, dan karakteristik tertentu pada 
barang dan/atau produk yang dihasilkan. 
Lisensi merek di Indonesia tidak direkayasa oleh peraturan, tetapi 
pertama sekali direkayasa oleh praktek dan yurisprudensi. Salah satu 
Keputusan Mahkamah Agung yang memperkuat posisi lisensi merek adalah 




tanggal 28 Desember 1983 yang dikenal dengan perkara merek Gold Bond. 
Keputusan ini mengakui hak pemegang lisensi merek. Alasan non-use dari 
pemegang lisensi tidak dapat diterima oleh pengadilan. Akan tetapi, sekarang 
ketentuan tentang lisensi merek sudah diatur dalam Undang-Undang Merek, 
yang antara lain menentukan bahwa perjanjian lisensi wajib dicatat dalam 
Daftar Umum Merek pada departemen yang berwenang dan 
mengumumkannya dalam berita resmi merek.
33
 
Terhadap penerima lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian merek 
tersebut dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau 
keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan 
perjanjian lisensi tersebut sampai habis masa berlakunya lisensi tersebut. 
Dalam hal ini penerima lisensi tidak lagi wajib membayar royalty 
kepada pemilik merek yang dibatalkan, tetapi wajib membayarnya kepada 
pemilik merek yang tidak dibatalkan. Jika pembayaran royalty telah 
dilaksanakan sekaligus, maka pemilik merek yang telah dibatalkan wajib 
mengembalikan royalty kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan dengan 
jumlah yang sebanding dengan sisa jangka waktunya.
34
 
Dari pernyataan tersebut dapat diketahui, bahwa pemilik merek 
merupakan pemegang lisensi merek yang dilindungi oleh undang-undang, bagi 
pihak lain yang akan menggunakan merek tersebut harus membayar royalty 
kepada pemilik merek yang bersangkutan. Apabila pemakain merek orang lain 
tanpa izin dari pemilik merek yang bersangkutan dapat dituntut, menggunakan 
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merek orang lain tanpa izin, bahkan apabila dipalsukan merek yang 
bersangkutan dapat diajukan gugatan ke pengadilan, dengan tuntutan ganti rugi 
dan yang meniru merek tersebut tidak lagi dapat menggunakan merek tersebut. 
C. Hak Kekayaan Intelektual 
Hak merek telah memberikan kewenangan yang besar bagi para 
pencipta merek. Sesuai dengan pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 
hak merek dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya 
cipta di bidang kesusasteraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, 
karya musik, lukisan, patung dan sebagainya. Pada hakikatnya, hak merek 
adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara 
karya cipta yang dihasilkan.
35
 
Di dalam Undang-Undang Tentang Merek, pengertian hak merek 
dirumuskan sebagai hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu 
dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
36
 Pengertian hak merek sebagai hak 
eksklusif di dalam Undang-Undang Tentang Merek, dirasakan perlu penjelasan 
lebih jauh, karena walaupun hak merek bersifat eksklusif, pemegang hak merek 
tidak mudah mempertahankannya. Sementara pengertian hak merek menurut 
Undang-Undang Tentang Merek, adalah hak eksklusif merek yang timbul 
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu merek diwujudkan 
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Hak merek sebagai hak milik membawa konsekuensi bahwa pencipta 
merek mendapat perlindungan atau proteksi hukum terhadap pemanfaatan hak 
merek secara tidak sah atau tanpa izin pencipta. Pemanfaatan suatu merek oleh 
pencipta merek tidak berlangsung abadi atau untuk selamanya. Jika 
penggunaan merek oleh masyarakat dilakukan secara bebas adalah tidak adil 
bagi pencipta merek, sebaliknya pemanfaatan merek tanpa batas waktu oleh 
pencipta merek juga membawa ketidakadilan bagi masyarakat. Kompromi 
yang terjadi antara pendukung hak merek dengan yang menolak hak merek 
adalah bahwa hak merek memiliki masa berlaku yang terbatas (copyright is 
limited in time). Hak-hak yang tercakup di dalam hak merek, adalah hak 
eksklusif dan hak ekonomi dan hak moral. Beberapa hak eksklusif yang 
umumnya diberikan kepada pemegang hak merek adalah hak untuk: 1. 
membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut 
(termasuk, pada umumnya salinan elektronik); 2. mengimpor dan mengekspor 
merek ciptaan; 3. menciptakan karya turunan merek atau derivatif atas ciptaan 
(mengadaptasi ciptaan); 4. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan 
umum; dan 5. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang 
atau pihak lain. 
Hak merek berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda dalam 
yuridiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku 






tersebut juga dapat bergantung pada apakah merek tersebut diterbitkan atau 
tidak diterbitkan. Di Indonesia sendiri, menurut Undang-Undang Tentang 
Merek, pemberlakuan jangka waktu perlindungan hak merek ditambah menjadi 
70 (tujuh puluh) tahun.
38
 Penambahan ini dilakukan dengan alasan untuk 
menghormati dan melindungi pencipta merek sehingga memiliki waktu lebih 
lama untuk menikmati hak ekonominya. 
Selain itu juga dalam prakteknya, hak-hak merek belum sepenuhnya 
dijamin di dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Maksudnya di dalam 
Undang-Undang Tentang Hak Cipta, hak-hak pencipta dirumuskan secara 
global yakni hak untuk mengumumkan dan memperbanyak sehingga hak-hak 
pencipta yang lainnya tidak secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan Pasal 2 
ayat (1). Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pencipta dalam 
mengekspolitasi hak ekonomi yang dimilikinya karena menjadi kurang 
terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. 
Kemudian berdasarkan praktik di masyarakat, pemberlakuan delik biasa 
atas tindak pidana di bidang hak cipta ternyata dirasakan kurang tepat untuk 
diberlakukan. Hal ini dikarenakan hak merek merupakan hak keperdataan yang 
bersifat eksklusif, sehingga idealnya pelanggaran atas hak merek adalah delik 
aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu merek 
adalah pencipta itu sendiri. Hal ini kemudian diperjelas dengan adanya hal 
beban pembuktian, di mana penyidik dirasakan akan menjadi kesulitan untuk 
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Di dalam Undang-Undang Tentang Merek, diatur materi baru mengenai 
perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold 
flat) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun.
40
 
Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Tentang  Hak Cipta, yang 
dimaksud jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta 
menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli 
sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli 
tanpa batasan waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat.
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Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengertian jual putus (sold flat) di sini 
adalah suatu bentuk perjanjian yang mengalihkan hak merek secara 
keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut. 
Secara hukum hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, 
yaitu : 
1. Hak Cipta ( copyrights ), dan 
2. Hak  Kekayaan Industri ( industrial property rights ). 
Hak kekayaan industry selanjutnya bisa dipilah lagi menjadi beberapa 
sub jenis. Pemilahannya bisa berbeda tiap Negara. Di Indonesia, pemilahannya 
berdasarkan undang-undang yang sudah ada, yakni : 
1. Paten  










2. Merek atau Merek Dagang 
3. Desain Industri 
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 
5. Rahasia Dagang 
6. Varietas Tanaman. 
Dengan demikian kita kini telah mengetahui bahwa hak cipta yang 
sering kita dengar di media massa merupakan bagian dari hak atas kekayaan 
intelektual. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) pada dasarnya adalah hak 
privat ( perdata ), dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan 
bagi pendaftaran dan perlindungan atas hak atas kekayaan intelektualhak atas 
kekayaan intelektual (HAKI)-nya atau tidak. Jika tidak dilakukan ia tidak akan 
dituntut apa apa, tetapi ia akan rugi sendiri kalau orang lain seenaknya 
memanfaatkan, atau bahkan mengaku-ngaku karya ciptaannya. Dengan adanya 
hak atas kekayaan intelektual (HAKI), diharapkan kratifitas manusia juga akan 
terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih murah, 
untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 
Di Indonesia Hak kekayaan intelektual diatur dalam undang-undang 
yang meliputi tujuh bidang, yaitu: 
a. Hak cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, 
setelah mengalami empat kali pergantian hak cipta terakhir kalinya diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 
b. Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, diganti 




Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 terakhir Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2016 
c. Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, diganti 
olehUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, kemudian diganti oleh 
Undang- Undang Nomor 15Tahun 2001 terakhir Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2016 
d. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan Undang-Undang Nomor 
29Tahun 2000. 
e. Rahasia Dagang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. 
f. Desain Industri diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 
g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang Nomor 
32Tahun 2000. 
Beberapa ketentuan tersebut di atas merupakan aturan yang pernah 
berlaku dalam beberapa hal yang berhubungan dengan hak kekayaan 
intelektual (HAKI), sebagai pedoman bagi semua pihak agar tidak terjadi 















Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Terdaftar 
dari Sistem Deklaratif Menjadi Sistem Konstitutif Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2016, yakni perlindungan hukum terhadap merek 
terdaftar tidak bisa berdasarkan dugaan, tetapi harus memenuhi persyaratan 
yang ditentukan oleh undang-undang, dengan pengertian bahwa tidak semua 
pengguna merek tertentu dialah yang memiliki merek tersebut, tetapi yang 
dilindungi oleh hukum adalah merek yang terdaftar sudah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. 
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan merek milik orang lain 
yang sudah terdaftar, antata lain adalah masih lemahnya pengawasan 
terhadap penggunaan merek, hal ini terlihat masih beredarnya merek-merek 
yang tidak jelas dipasaran, dan masih kurangnya pengawasan yang 
dilakukan oleh instansi terkait dan pemerintah daerah setempat. Kemudian 
masih sulitnya untuk mengetahui penggunaan merek terdaftar oleh orang 
lain, karena merek yang berdar tersebut menggunakan merek-merek yang 
sudah terkenal. Serta penerapan sanksi yang belum tegas, dari pihak yang 
berwenang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 




B. Saran  
Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Kepada pemegang merek yang sah harus dapat mempertahankan haknya, 
dan menuntut pihak-pihak yang menggunakan merek tanpa izin bagi 
pemilik merek yang sah tersebut. Bagi pihak yang berwenang dan 
pemerintah daerah setempat harus melakukan pengawasan terhadap 
penggunaan merek yang tidak sah. 
2. Bagi pengguna merek terdaftar tanpa izin bagi pemiliknya, harus menyadari 
dan harus segera menghentikan perbuatan yang melanggar undang-undang 
tersebut. Di samping itu penggunan merek yang tidak sah tersebut harus 
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